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ABSTRACT

The Cadastral Complete Land Administration Information System Jakarta
(KAKAP Jakarta) as an integrated geospatial data basic layer to support
sustainable development in West Jakarta Administrative City. KAKAP Jakarta has
successfully integrated more than 150 themes of Thematic Geospatial Information
(TGI), including land parcel data, Detailed Spatial Planning (RDTR), government
assets, infrastructure, taxation, and high-resolution imagery. Using descriptive
exploratory qualitative methods with in-depth interviews, observation, and
documentation studies, this research evaluates system performance using the Land
Administration Assessment Framework (LAAF). The results show that KAKAP
Jakarta has been successfully implemented as an integrated geospatial data basic
layer with excellent operational framework performance (Score A), supporting the
achievement of SDGs 1, 8, 11, 15, and 16 through sustainable spatial planning,
environmental degradation prevention, community economic empowerment,
increased regional revenue, and land conflict prevention. Evaluation using LAAF
shows good overall performance with variations between dimensions: excellent
operational framework, strong policy framework, good review process, adequate
external factors, but weak management framework requiring structural
strengthening. KAKAP Jakarta has received international recognition from FIG as
a best practice and has become a reference model for other regions in developing

integrated land administration systems.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan menjadi prioritas utama dalam agenda
pembangunan global dan nasional, sebagaimana tertuang dalam Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang
diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 (United
Nations, 2015). Salah satu faktor kunci dalam mewujudkan pembangunan
berkelanjutan adalah pengelolaan pertanahan yang efektif, efisien, dan
berkeadilan. Tanah sebagai aset strategis memiliki peran sentral dalam
aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tata kelola pertanahan yang baik
menjadi landasan fundamental bagi keberhasilan pembangunan yang
berkelanjutan (Enemark, 2010). Tata kelola pertanahan yang baik
mensyaratkan tersedianya informasi geospasial tematik pertanahan dan
ruang multiguna yang siap untuk mendukung fungsi administrasi
pertanahan dan penataan ruang (Steudler, 2014) untuk mendukung tata
kelola pertanahan yang baik dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pentingnya tata kelola pertanahan dalam pembangunan
berkelanjutan tercermin dalam kerangka SDGs itu sendiri, dimana
administrasi pertanahan dan penataan ruang memiliki keterkaitan langsung
dengan pencapaian beberapa tujuan strategis. SDG 1 tentang "Tanpa
Kemiskinan" dalam Target 1.4 secara eksplisit menyebutkan perlunya
memastikan akses yang setara terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah,
dengan Indikator 1.4.2 yang mengukur keamanan hak kepemilikan tanah
(secure tenure rights) sebagai kunci pengentasan kemiskinan (United
Nations Department of Economic and Social Affairs, 2024). SDG 2 tentang
"Tanpa Kelaparan" menekankan pentingnya akses yang setara terhadap
tanah bagi petani kecil untuk meningkatkan produktivitas pangan dan
ketahanan pangan berkelanjutan (United Nations, 2024). SDG 5 tentang
"Kesetaraan Gender" mengakui pentingnya hak perempuan atas

kepemilikan tanah dan aset produktif lainnya (United Nations, 2024). SDG



11 tentang "Kota dan Komunitas Berkelanjutan" secara khusus menekankan
pentingnya peningkatan urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta
kapasitas untuk perencanaan dan pengelolaan permukiman manusia yang
partisipatif, terintegrasi, dan berkelanjutan (United Nations Department of
Economic and Social Affairs, 2024). SDG 15 tentang "Kehidupan di Darat"
bertujuan untuk melindungi, memulihkan, dan mempromosikan
penggunaan berkelanjutan ekosistem terestrial, mengelola hutan secara
berkelanjutan, memerangi desertifikasi, serta menghentikan dan
membalikkan degradasi lahan (United Nations, 2024). Dalam konteks ini,
sistem administrasi pertanahan yang terintegrasi dan berbasis teknologi
digital menjadi instrumen penting untuk mendukung implementasi,
pengukuran, dan monitoring pencapaian indikator-indikator SDGs tersebut,
khususnya dalam perencanaan tata ruang perkotaan dan perdesaan serta
pengelolaan perpajakan berbasis tanah dan properti.

Sistem informasi pertanahan memiliki peran strategis dalam
mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan karena tanah
merupakan sumber daya fundamental yang menjadi basis dari hampir semua
aktivitas pembangunan. Perkembangan paradigma baru menunjukkan
bahwa Sistem Informasi Pertanahan (SIP) harus berperan dalam spatial
based decision making untuk terwujudnya pembangunan berkelanjutan,
yang menjadikan tantangan tersendiri dalam menciptakan sistem yang
terintegrasi agar informasi spasial dapat dengan mudah diakses oleh pihak-
pihak yang berkepentingan (Pinuji, 2016). Sistem kadaster yang baik dapat
berfungsi sebagai basic layer atau lapisan dasar data geospasial yang
mengintegrasikan  berbagai informasi spasial untuk perencanaan
pembangunan berkelanjutan yang efektif. Integrasi data geospasial ini
memungkinkan pengambilan keputusan berbasis bukti, monitoring
implementasi kebijakan, serta koordinasi antar sektor yang mendukung
transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan (Pinuji

dkk, 2021).



Salah satu kendala yang dihadapi saat ini berdasarkan Rencana
Strategis (Renstra) Kementerian ATR/BPN tahun 2020-2024 yaitu masih
adanya data silo, basis data yang belum terpadu di lingkungan kementerian
maupun pemerintah daerah. Kendala utama dalam implementasi sistem
informasi kadastral terintegrasi adalah adanya silo institusional dan data,
yang menghambat inovasi dan pengembangan (Bennett dkk., 2010).
Harmonisasi data dan interoperabilitas antar sistem menjadi tantangan
krusial, terutama di negara-negara dengan beragam lembaga yang memiliki
mandat terkait pengelolaan pertanahan (Williamson dan Ting Ba, 1999).
Dalam konteks ini, (Molen, 2013) mengusulkan pendekatan tata kelola
kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk
mengatasi fragmentasi data dan institusi, melalui standarisasi data, protokol
berbagi informasi, serta kerangka hukum dan kelembagaan yang
mendukung integrasi data pertanahan.

Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang sekarang berubah menjadi
Daerah Khusus Jakarta (DKJ) namun masih berfungsi sebagai pusat
pemerintahan dan perekonomian nasional menghadapi tantangan yang
kompleks dalam pengelolaan pertanahan. Keterbatasan lahan, tingginya
nilai ekonomi tanah, kepadatan penduduk, serta dinamika pembangunan
yang pesat menuntut adanya sistem informasi administrasi pertanahan yang
handal dan terintegrasi. Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta mengembangkan
Sistem Informasi Administrasi Pertanahan Kadaster Lengkap Jakarta
(KAKAP Jakarta) sebagai sistem internal yang mengintegrasikan data
kadaster lengkap hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2021 dan Nomor
04/PKS-31/V/2021 tentang Pengintegrasian Data dan Layanan
Administrasi Pertanahan (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta & Kantor

Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, 2021).



Meskipun KAKAP Jakarta merupakan sistem internal Kanwil BPN
DKI, data geospasial yang dihasilkan dan dikelola oleh sistem ini
dimanfaatkan oleh berbagai instansi terkait melalui mekanisme sharing data
yang diformalisasikan dalam Nota Kesepakatan tersebut, termasuk
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan
Pertanahan (DCKTRP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sistem
ini dikembangkan untuk menjawab tantangan tersebut dengan menyediakan
'kanvas' / basic layer untuk infrastruktur data geospasial dan
mengintegrasikan berbagai macam fungsi administrasi pertanahan dalam
mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Data kadaster
lengkap hasil dari kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
yang berupa persil menjadi platform untuk overlay dengan berbagai data
geospasial dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Pasal 3 Nota
Kesepakatan yang menetapkan objek integrasi meliputi mekanisme
administrasi pertanahan, pajak, tata ruang, dan perizinan.

KAKAP Jakarta memiliki potensi untuk menjadi basic layer data
geospasial yang terintegrasi, memungkinkan berbagai lapisan informasi
pertanahan dapat diakses, dianalisis, dan dimanfaatkan untuk pengambilan
keputusan berbasis data geospasial. Kadaster lengkap dapat menjadi basic
layer atau kanvas yang mengintegrasikan berbagai macam fungsi
administrasi pertanahan mencakup informasi pengaturan hak atas tanah
(land tenure), nilai tanah (land value), penggunaan tanah (land use), dan
pengembangan tanah (land development). KAKAP Jakarta memuat lebih
dari 150 tema Informasi Geospasial Tematik (IGT) termasuk Jakarta 3D
(Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, 2023).

Pentingnya pemanfaatan KAKAP Jakarta sebagai basic layer data
geospasial terintegrasi terasa dalam konteks pembangunan berkelanjutan di
Jakarta. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya memerlukan
perencanaan yang berbasis pada data yang akurat dan terpercaya. KAKAP

Jakarta hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan menyediakan



informasi spasial yang presisi mengenai kepemilikan, nilai, dan penggunaan
tanah yang dapat menjadi dasar perencanaan tata ruang yang komprehensif.
Sistem ini tidak hanya menyediakan data tunggal, tetapi juga berfungsi
sebagai platform yang mengintegrasikan berbagai data sektoral dari
lingkungan, infrastruktur, ekonomi, dan sosial dengan menggunakan
referensi spasial yang sama, sehingga memungkinkan pendekatan
pembangunan yang holistik dan terintegrasi.

Dalam praktiknya, konflik pertanahan seringkali menjadi hambatan
serius dalam pelaksanaan program pembangunan di Jakarta. Melalui
informasi kadastral yang komprehensif dan transparan, KAKAP Jakarta
memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam mitigasi dan penyelesaian
konflik pertanahan yang dapat menghambat proses pembangunan (Hamzah,
2008). Selain itu, sistem ini juga berperan penting dalam pengendalian
penggunaan lahan, yang merupakan aspek krusial dalam pembangunan
berkelanjutan (PP No. 16 Tahun 2004). KAKAP Jakarta dapat menjadi
instrumen yang efektif untuk melakukan monitoring dan evaluasi
penggunaan lahan secara real-time, sehingga mendukung upaya
perlindungan lingkungan dan pengendalian pembangunan yang tidak
terkendali (Pinuji, 2016).

Dari sisi pelayanan publik, sistem informasi pertanahan yang
terintegrasi seperti KAKAP Jakarta dapat secara signifikan meningkatkan
efisiensi pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal perizinan,
perpajakan, dan transaksi properti (Pradipta, 2020). Peningkatan efisiensi
ini sejalan dengan prinsip good governance yang menjadi salah satu pilar
utama pembangunan berkelanjutan, dimana transparansi, akuntabilitas, dan
responsivitas pemerintah dalam memberikan pelayanan menjadi kunci
keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan (Pinuji
dkk., 2021).

Selaras dengan hal tersebut, diperlukan penelitian untuk mengetahui
bagaimana implementasi KAKAP Jakarta sebagai basic layer data

geospasial terintegrasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan



dengan Land Administration Assessment Framework (LAAF) yang
dikembangkan oleh Daniel Steudler pada tahun 2004. Oleh karena itu,
penelitian ini dilakukan dengan judul “Tinjauan Sistem Informasi
Administrasi Pertanahan Kadaster Lengkap Jakarta (KAKAP Jakarta)
sebagai Basic Layer Data Geospasial Terintegrasi untuk Mendukung
Pembangunan Berkelanjutan”, dengan studi kasus di Kota Administrasi
Jakarta Barat untuk meneliti lebih dalam dan penelitian di tingkat Kota
Administrasi akan lebih aplikatif dalam konteks pelayanan langsung kepada
masyarakat. Fokus lokasi tersebut dipilih karena Kantor Pertanahan Kota
Administrasi Jakarta Barat meraih predikat capaian kinerja terbaik di tahun

2024.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian, maka rumusan masalah yang dapat ditarik dalam
penelitian ini yaitu:
. Bagaimana implementasi KAKAP Jakarta sebagai basic layer data
geospasial terintegrasi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di
Kota Administrasi Jakarta Barat?
. Mengapa KAKAP Jakarta penting sebagai basic layer data geospasial
terintegrasi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota
Administrasi Jakarta Barat?
. Bagaimana performa Sistem Informasi Administrasi Pertanahan KAKAP
Jakarta berdasarkan Land Administration Assessment Framework (LAAF)

di Kota Administrasi Jakarta Barat?

. Batasan Masalah

Agar penelitian ini spesifik dan fokus maka peneliti membatasi
permasalahan yang diteliti. Adapun batasan dalam penelitian ini meliputi:
1. Lokasi penelitian di Lingkup Kota Administrasi Jakarta Barat.

2. Fokus pada implementasi pemanfaatan Sistem Informasi Administrasi

Pertanahan KAKAP Jakarta sebagai basic layer untuk overlay data

geospasial, tidak mengkaji sistem informasi pertanahan lainnya di luar

KAKAP Jakarta.



3. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus

tunggal di Jakarta Barat. Dengan analisis menggunakan Land

Administration Assessment Framework (LAAF) yang telah diadaptasi

sebelumnya untuk menguji sistem administrasi pertanahan.

4. Penelitian hanya fokus pada kontribusi KAKAP Jakarta terhadap

indikator pembangunan berkelanjutan yang terkait langsung dengan

administrasi pertanahan dan penataan ruang yaitu : SDG 1 (Tanpa
Kemiskinan), SDG 2 (Tanpa Kelaparan), SDG 5 (Kesetaraan Gender),
SDG 11 (Kota Berkelanjutan), SDG 15 (Kehidupan di Darat).

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a)

b)

Mengetahui implementasi KAKAP Jakarta sebagai basic layer
data geospasial terintegrasi untuk mendukung pembangunan
berkelanjutan di Kota Administrasi Jakarta Barat.

Mengetahui pentingnya KAKAP Jakarta sebagai basic layer
data geospasial terintegrasi untuk mendukung pembangunan
berkelanjutan di Kota Administrasi Jakarta Barat.

Mengetahui  performa  Sistem Informasi  Administrasi
Pertanahan KAKAP Jakarta berdasarkan Land Administration
Assessment Framework (LAAF) di Kota Administrasi Jakarta
Barat.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a) Manfaat Teoretis

1. Memperkaya literatur mengenai peran sistem informasi
administrasi pertanahan dalam mendukung pembangunan

berkelanjutan.



2. Memperkaya literatur ~ mengenai  adaptasi  Land

Administration Assessment Framework yang dikembangkan
oleh Steudler dalam konteks Indonesia.

Menyumbangkan pemikiran tentang keterkaitan antara
administrasi  pertanahan = dan  pencapaian  tujuan

pembangunan berkelanjutan.

b) Manfaat Praktis

1.

Bagi Kementerian ATR/BPN:

Memberikan rekomendasi untuk pengembangan dan
penyempurnaan KAKAP Jakarta sebagai basic layer data
geospasial terintegrasi, serta dapat dijadikan sebagai role
model daerah lain dalam mengembangkan sistem informasi
administrasi pertanahan yang mendukung pembangunan
berkelanjutan, serta mendukung rancangan Renstra
Kementerian ATR/BPN tahun 2025-2029 untuk penerapan
one map policy.

Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

Memberikan evaluasi tentang capaian tujuan KAKAP
Jakarta.

Bagi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat:
Memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan
strategi pengelolaan pertanahan di DKI Jakarta.

Bagi Masyarakat:

Meningkatkan pemahaman tentang peran penting data
geospasial terintegrasi dalam pengelolaan pertanahan dan
memberi gambaran tentang manfaat KAKAP Jakarta bagi
pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan.

Bagi Akademisi dan Peneliti:

Menyediakan referensi dan data dasar untuk penelitian
lanjutan terkait sistem informasi administrasi pertanahan dan

pembangunan berkelanjutan.



BAB VIII
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan KAKAP Jakarta

sebagai basic layer data geospasial terintegrasi untuk mendukung

pembangunan berkelanjutan di Kota Administrasi Jakarta Barat, dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

KAKAP Jakarta telah berhasil diimplementasikan sebagai basic layer
data geospasial terintegrasi dengan sangat baik. Sistem ini berevolusi
sistematis dari Jakarta Satu dengan mengintegrasikan lebih dari 150
tema IGT, didasarkan pada Nota Kesepakatan tahun 2021 antara
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kanwil BPN DKI Jakarta,
serta menggunakan teknologi Esri dengan citra resolusi tinggi yang
memberikan akurasi superior. Data terintegrasi meliputi: bidang tanah
sebagai core dataset, RDTR, aset pemerintah, infrastruktur dan
UMKM, neraca penggunaan tanah, perpajakan, dan citra resolusi
tinggi. Integrasi dilakukan melalui kerjasama 7 instansi dengan web
service REST JSON dan program capacity building berkelanjutan.
KAKAP Jakarta memiliki peran strategis dalam mendukung
pencapaian SDGs melalui: perencanaan tata ruang berkelanjutan
(SDG 11), pencegahan degradasi lingkungan (SDG 15),
pemberdayaan ekonomi masyarakat (SDG 1 dan 8), peningkatan
PAD, kepastian hukum (SDG 16), dan pencegahan konflik
pertanahan. Sistem ini telah mendapat pengakuan internasional dari
FIG sebagai best practice. Keunggulan KAKAP Jakarta meliputi:
integrasi data multi-sumber yang komprehensif, kualitas data
superior, dukungan pemberdayaan UMKM, update berkala konsisten,
dan standardisasi yang baik. Transparansi informasi efektif mencegah
konflik pertanahan dan mempercepat pelayanan perizinan.

Evaluasi LAAF menunjukkan performa BAIK secara keseluruhan

dengan variasi antar dimensi:
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a) Kerangka Operasional (A): Performa terbaik dengan produk
berkualitas, teknologi terdepan, dan implementasi sesuai tujuan
b) Kerangka Kebijakan (A-): Tujuan jelas, responsivitas tinggi,
landasan hukum kuat
c) Proses Peninjauan (B): Kelengkapan informasi baik, namun
review masih informal
d) Faktor Eksternal (B-): Capacity building baik, tantangan
sustainabilitas teknis
e) Kerangka Manajemen (B-): Performa terlemah dengan struktur
informal dan ketergantungan eksternal
4. Dimensi dengan performa terbaik adalah Kerangka Operasional yang
mencerminkan keberhasilan sistem dalam memberikan produk dan
layanan berkualitas tinggi dengan teknologi terdepan. Sebaliknya,
dimensi dengan performa terlemah adalah Kerangka Manajemen yang
memerlukan penguatan struktural signifikan, terutama formalisasi
struktur organisasi dan pengurangan ketergantungan pada dukungan

eksternal.

B. Saran
1. Untuk Kementerian ATR/BPN
a) Menyusun regulasi teknis spesifik dalam Peraturan Menteri
tentang sistem administrasi pertanahan terintegrasi
b) Mengembangkan KAKAP Jakarta sebagai model rujukan
nasional dengan guideline replikasi
c¢) Menyediakan dukungan teknis dan model pendanaan
berkelanjutan untuk implementasi nasional
2. Untuk Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta
a) Formalisasi struktur organisasi dengan job description jelas dan
eliminasi sistem pewarisan jabatan
b) Penguatan kapasitas internal melalui pelatihan intensif dan

pengurangan ketergantungan konsultan eksternal
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c) Pengembangan sustainabilitas teknis termasuk evaluasi
teknologi open source dan sistem backup
3. Untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
a) Memperkuat komitmen data sharing melalui perluasan Nota
Kesepakatan
b) Menyediakan dukungan pendanaan berkelanjutan
4. Untuk Pemerintah Kota Jakarta Barat
a) Mengoptimalkan pemanfaatan KAKAP Jakarta dalam
perencanaan pembangunan
b) Mengembangkan inovasi lokal dan integrasi dengan pelayanan
publik lainnya
5. Untuk Penelitian Lanjutan
a) Penelitian dampak ekonomi dengan pendekatan kuantitatif
terhadap ROI (Return on Investment) sistem
b) Studi replikasi di daerah lain untuk identifikasi faktor penting
keberhasilan
¢) Evaluasi kontribusi SDGs dengan metodologi monitoring yang
terukur
Implementasi saran-saran ini diharapkan dapat meningkatkan
performa KAKAP Jakarta, memperkuat Kkontribusinya terhadap
pembangunan berkelanjutan, dan menjadikannya model rujukan

transformasi administrasi pertanahan nasional yang efektif dan akuntabel.
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